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Abstrak 

Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  merupakan sumber keuangan daerah dan pembiayaan pemerintah.  

Salah satu penerimaan PAD berasal dari Pajak Daerah, penerimaan dari pajak ini  digunakan  untuk  

pembiayaan  penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  daerah.  Pemerintah daerah yang 

menerima kewenangan ini dituntut masyarakat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

anggaran belanja. 

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, dilakukan analisis rasio keuangan sebagai tolak ukur 

efektivitas dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah.  Penelitian ini tergolong ke dalam jenis 

penelitian deskriptif dengan menggunakan data  sekunder  yang  dikumpulkan dengan  teknik  

dokumentasi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas penerimaan 

pajak daerah, mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta 

dan kinerja keuangan pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  penerimaan  pajak  

daerah  cukup efektif dan keterkaitan dengan belanja daerah pada pemerintahan daerah kota di 

Jakarta tahun 2011-2014. 

Kata kunci: Efektivitas, Konstribusi, Pajak Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kinerja 

Keuangan 

 

1. Pendahuluan 

Penerimaan pajak memberikan konstribusi 

yang cukup signifikan, yaitu hampir 70% 

terhadap anggaran pendapatan belanja negara 

bagi pemerintahan kita, dalam kurung waktu 

selama ini pajak menjadi primadona bagi 

kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia 

(Sugianto 2008:1) 

Dari tahun ke tahun data jumlah wajib pajak 

daerah yang dipungut oleh Dinas Pelayanan 

Pajak Pusat Abdul Muis terus meningkat. Dari 

tahun 2011 hingga 2014 peningkatan wajib 

pajak di Jakarta berkembang sebesar 15,50%. 

Sedangkan  data mengenai penerimaan pajak 

daerah di Provinsi DKI Jakarta % Pencapaian  

2011 (109,00%), 2012 (107,24%), 2013 

(103,31%), dan 2014 (83,40%). Dari data 

tersebut diketahui target dan realisasi 

penerimaan pajak daerah untuk tahun 2011 

sampai tahun 2014 terus meningkat, namun 

realisasi penerimaan pajak tersebut tidak 

seimbang dengan target yang telah ditentukan. 

Meskipun penerimaan terus meningkat namun 

bahwa setiap tahun presentase pencapaian 

penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta 

mengalami penurunan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah, 

kontribusinya terhadap belanja daerah dan 

menilai kemandirian keuangan pemerintah 

provinsi khususnya Provinsi DKI Jakarta yang 

secara stabil mengalami peningkatan jumlah 

wajib pajak sebesar 15,50% dari tahun 2011 – 

2014.  

Menurut Undang Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak 

Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut 

pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa bedasarkan undang 

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk 
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keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.  

Menurut Sumenge (2013) yang ditulis dalam 

jurnalnya, kriteria tingkat efektivitas anggaran 

belanja sebagai berikut : (1) Jika hasil 

perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran 

belanja dikatakan sangat efektif. (2) Jika hasil 

pencapaian antara 90% - 100%, maka 

anggaran belanja dikatakan efektif. (3) Jika 

hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka 

anggaran belanja dikatakan cukup efektif. (4) 

Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka 

anggaran belanja dikatakan kurang efektif. 

Dan (4) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, 

maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif. 

 

Menurut  Memah (2013) rumus analisis 

perhitungan kontribusi yang digunakan ialah 

 

Analisis Kontribusi Pajak Daerah 

 =   

 

Rumus Perhitungan Efektivitas Penerimaan 

Pajak Daerah menurut Memah (2013):  

 

Analisis Efektivitas Pajak = 

 
Rumus Perbandingan Pajak Daerah dengan 

Pendapatan Asli Daerah : 

 

Rasio Pajak Daerah terhadap PAD = 

 

2. Pembahasan 

Studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh 

Pauwah, Saerang,dan Mandey (2014) 

menyatakan bahwa rata-rata realisasi PAD 

cukup efektif dengan disertai pengendalian 

yang memadai. Memah (2013) juga 

menyatakan secara keseluruhan kontribusi 

pajak hotel dan pajak restoran  memberikan 

kontribusi yang baik terhadap PAD. Meskipun 

menurun Santosa, Tinangon, dan Elim (2014) 

beberapa rasio efektivitas masih dinyatakan 

rendah karena masih kurangnya usaha Wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  

Dalam penelitian ini metode analisis data yang 

peneliti terapkan adalah metode deskriptif 

kualitatif dengan data sekunder yang telah 

diperoleh dari Dinas Pelayanan Pajak Pusat 

dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah 

Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah 

yaitu analisis yang menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan pajak daerah yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan (Halim, 2004). 

Rumus Perhitungan Efektivitas Halim (2004) : 

 

Analisis Efektivitas Pajak 

 =  

 

Analisis efektivitas pajak daerah adalah 

analisis yang menggambarkan kemampuan 

pemerintah dalam merealisasikan pajak daerah 

yang didapat dibandingkan dengan anggaran 

yang ditetapkan bedasarkan potensi riil daerah 

(Halim, 2004:135). 

 
Tabel 1.  EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH 

PROVINSI DKI JAKARTA 

 
Tahu

n 

Target Pajak Realisasi Presenta

se 

2011 13.965.000.000.

000 

15.221.249.152.

690 
108,99

% 

2012 16.525.000.000.
000 

17.721.493.016.
509 

107,24

% 

2013 22.618.000.000.

000 

23.367.929.235.

292 
103,31

% 

2014 32.500.000.000.
000 

27.065.755.895.
364 

83,40 % 

Rata-Rata 100,735

% 

Sumber Data: Dinas Pelayanan Pajak Abdul 

Muis (data diolah) 

Bedasarkan hasil analisa diatas, efektifitas 

pajak daerah mengalami penurunan di tahun 

2014 yang hanya mencapai presentase 83,28% 

dibawah target pemerintah namun tingkat 

efektifitas masih dalam kriteria yang efektif. 
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Secara umum kinerja belanja Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2011-2014 

dikatakan cukup efisien dengan presentase 

antara 80% - 90% dan tidak ada realisasi 

belanja yang melebihi target yang ditetapkan, 

namun di tahun 2014 realisasi belanja daerah 

tidak dilakukan secara efektif. Dikatakan 

dalam Liputan6 (2015) hal tersebut 

dikarenakan pemerintah daerah sedang 

melakukan penghematan anggaran. 

 

Apabila dilihat secara keseluruhan besarnya 

kontribusi total seluruh pajak daerah tahun 

2011-2014 dinilai sangat efektif karena 

presentase yang didapat diatas  100% dari 
target yang ditentukan meskipun di 

tahun 2014 presentase mengalami 

penurunan namun masih dalam 

kategori efektif. Namun apabila dilihat 

dari masing masing pajak daerah yang 

dipungut, masih ada pajak daerah yang 

memberikan kontribusi dibawah 100% 

yaitu pajak air tanah yang tiap tahunnya 

presentase penerimaan pajaknya selalu tidak 

melebihi 80% yang menurut Mahmudi kurang 

efektif, serta pajak reklame yang turun drastis 

penerimaannya di tahun 2014 dikarenakan 

keluarnya Kebijakan Gubernur DKI Jakarta 

memberi keringanan pajak reklame 50% 

sehingga menyebabkan penurunan penerimaan 

pajak.  

Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah 

provinsi DKI Jakarta bedasarkan rasio 

kemandirian menunjukan presentase diatas 

60% yang menurut Halim(2002) tingkat 

kemandirian daerah masih sedang. 

3. Kesimpulan 

Secara keseluruhan kontribusi pajak daerah 

pada tahun 2011-2014 memberikan 

peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

sehingga membantu pemerintah dalam 

mengkontribusikannya dengan Belanja 

Daerah.  Pertumbuhan kontribusi pajak daerah 

dalam kurun waktu 2011-2014 mengalami 

fluktuatif. Hal ini terlihat pada tahun 2012 

kontribusi pajak daerah terhadap belanja 

daerah sedikit menurun namun sampai tahun 

2014 persentasi perlahan meningkat. 

Pertumbuhan kemampuan pajak daerah dalam 

membiayai belanja daerah terus mengalami 

peningkatan namun tidak signifikan 

dikarenakan perekonomian saat ini sedang 

melemah. 

Sebaiknya perlu adanya suatu perencanan 

ulang dalam mengatur sistem perpajakan yang 

ada saat ini, dapat dikembangkan dengan 

sistem online lalu dari perencanaan yang baik 

tidak akan berpengaruh apabila tidak adanya 

pengawasan dari pihak pemerintah daerah. 

peneliti selanjutnya disarankan untuk 

menambah rasio-rasio analisis agar 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

tentang kinerja pemerintah dalam mengelolah 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Penelitian ini hanya dilakukan untuk analisis 

pajak daerah periode 2011 – 2014 karena 

adanya keterbatasan pemberian data dari 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.  
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